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: RS. Mata Undaan

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19, Surabaya

; Satu juta delapan ratus sembilan pululi tujuh ribu

lima ratus rupiah

iSiidah ferima dari
'

Banyaknya Uang

Untuk pembayaran : Biaya perpanjangan sewa Mesin Photocopy Kyocera 2535DN
Selama 3 (tiga) bulan. Periode: 04.10.2019 s/d 04.01.2020

ii

o .

Surabaya,3 Oktober 2019
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;  Bila pembayaran dilakukan dengan Cheque atau
Surat Berharga baru dianqgap lunas setelah diuangkan, J



Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.006-19.58706997

Pengusaha Kena Pajak

Nama ; CV MBM

Alamat : BAWEAN 21 RT.002 RW.004, NGAGEL , SURABAYA
NPWP : 02.609.412.8-609.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata
Alamat: Undaan Kulon Blok 000 No.019 RT;000 RW;000 Kel.Peneleh Kec.Genteng Kota/Kab.Surabaya Jawa Timur
00000

NPWP : 01.479.766.6-611.000

Harga Jual/Penggantian/Uang
MukaATerminNama Barang Kena Pajak / Jasa Kena PajakNo.

Biaya perpanjangan sewa mesin PC Kyocera 2535 DN. Periode:
04.10.2019 s/d 04.01.2020

Rd 1.725.000 X 1

Harga dual / Penggantian

1 1.725.000,00

1.725.000,00

0,00Dikurangi Potongan Harga

0,00Dikurangi Uang Muka

1.725.000,00Dasar Pengenaan Pajak

172.500,00PPN = 10% X Dasar Pengenaan Pajak

0,00Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani
secara elektronik sehinaaa tidak diperiukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

SURABAYA, 03 Oktober 2019

Anton Eikema

1PEMBERITAHUAN; Faklur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai

dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN; PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi

sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP
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